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Komis Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen pengawas pel aksanaan
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat. KPPU berhak memberikan putusan tetapi tidak memiliki kedudukan sebagai lembaga peradilan
perdata, sehingga putusan tersebut tidak dapat di eksekusi oleh KPPU.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksekusi putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap
dalam praktiknya, megetahui mengapa hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang tidak melaksanakan
putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap, serta apakah upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan
agar eksekusi putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Penulisan skripsi ini dikgji berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis,
yaitu memfokuskan pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian dianalisa
berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan terkait Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, literatur
serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian dan penelitian lapangan untuk memperoleh data
primer melalui wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksekusi putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap dalam
praktiknya mengalami berbagai hambatan sehinggatidak dipatuhi oleh pelaku usaha, adanya defense
kerahasiaan informasi perusahaan menyebabkan KPPU tidak dapat memperoleh data perusahaan yang
diperlukan untuk diletakkan sebagai objek sita eksekusi.

...... The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is an independent institution who supervise
the implementation of Indonesian Law Number 5 of 1999 concerning the Banning of Monopoly Practice and
Unfair Competition. KPPU is entitled to give judgment but not has the position as a private court, therefore
the aforementioned judgment cannot be executed by KPPU.

With this sense, this research tries to analyze the execution of final and binding judgment given by KPPU in
it'simplementations,to do know why until now thereis still businesses not to execute KPPU verdict, and to
know what legal remedy that can be done so the execution of KPPU verdict be function properly.

The methodological approach in thisresearch isajuridical normative approach and the analitical descriptive
research, which analyze the research to secondary materials and it's relations with Business Competition
Law in Indonesia, as well as any other literatures, and field researching in order to obtain primary materials
through interviews.

The result shows the execution of final and binding judgment given by KPPU was initiated by KPPU to the
District Court to conduct an execution, further, to put a seizure over the execution and also the outcome of
auction sales. The District Court will later demand KPPU to be more active in conducting the seizure of the
execution by revealing KPPU to earn some kind of object of the execution, such as assets to be seized, when
in reality, those objects are difficult to find.
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